
ABSTRAK 
 
Judul : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 10 Tahun 2026 

tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik, Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan 

Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. 

Jenis Produk Hukum : Keputusan Ketua KPU Kabupaten/Kota 

Nomor : 10 Tahun 2026 

Tahun : 2026 

Tanggal Penetapan : 21 Januari 2026 

Tempat Penetapan : Ende 

Pejabat Penetap : Ketua KPU Kabupaten Ende 

Bidang Hukum : Keterbukaan Informasi Publik 

Subjek : SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

Status : Berlaku 

Uraian Singkat : 

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman 

dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Keputusan ini menetapkan SOP 

Pelayanan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi 

Publik, dan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Ende 

guna mewujudkan pelayanan informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta 

memberikan kepastian prosedur dalam penyelesaian keberatan dan sengketa informasi 

publik. 

 
Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 

5. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022; 

10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 
Nomor 12 Tahun 2023; 

11. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 
Tahun 2023; 

12. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 
Nomor 4 Tahun 2025. 


